PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAM

KOMPUTER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Perlindungan hukumyang diberikan oleh UUHC No. 19 Tahun 2002
terhadap Program Komputer adalah untuk merangsang aktivitas dan
kreativitas agar para pencipta memiliki gairah dan semangat untuk
melahirkan karya cipta karena tujuan akhir dari perlindungan hak cipta
adalah untuk memberikan penghargaan dan insentif kepada pemilik hak
cipta. Perlindungan hukum berlaku bagi Program Komputer baik yang
masih berbentuk rumusan awal ataupun yang sudah berbentuk kode-kode
tertentu, kompilasi data atau materi lainnya. Jika terjadi pelanggaran, maka
pelanggar tersebut harus diproses secara hukumdan bila terbukti
melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan
UUHC mengatur jenis perbuatan serta ancaman hukumannya, baik secara
Perdata maupun secara Pidana.
2. Dalam upaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap program
komputer terdapat kendala-kendala yang menghambat efektifnya
perlindungan hukum. Untuk meningkatkan efektifitas undang-undang hak
cipta terhadap perlindungan program komputer diperlukan kerjasama dari
semua pihak yang terkait. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara
lain dengan mengintensifkan penegakan hukum secara represif, melakukan
sosialisasi tentang pentingnya hak cipta khususnya hak cipta program
komputer.
B. Saran
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikemukakan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Kepada para pembaca agar dapat kiranya memberikan penghargaan yang
layak dan sewajarnya atas hak cipta suatu program komputer. Sikap
menghargai dan melindungi hak milik orang lain ini selain tidak langsung
dapat menunjukkan etika dalam melakukan suatu usaha. Di sisi lain akan
menghindari resiko adanya tuntutan-tuntutan hukum yang dapat dilakukan
oleh pemilik hak cipta karena adanya suatu pelanggaran.
2. Diharapkan  kepada  pihak-pihak  terkait  baik  Dirjen  HKI,  maupun
Departemen Perindustrian dan Departemen Hukum dan HAM, untuk  lebih
meningkatkan sosialisasi tentang UUHC 2002 khususnya yang
menyangkut program komputer.
